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PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN 

MAGELANG 

• bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Magelang 

merupakan wilayah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian 

harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat; bahwa bencana dapat menghambat 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan 

dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, 

terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat; bahwa upaya penanggulangan 

bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilaksanakan untuk memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya 

penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan 

pascabencana;  

• Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009, , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 5 Tahun 1988; 

• Menerangkan tentang ketentuan umum, asas, prinsip, tujuan, tanggung jawab dan 

wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban Masyarakat, peran lembaga usaha, 

lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan penanggulangan 

bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, pemantauan dan 

evaluasi, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana;  

 

• Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2014; 

• Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. semua peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru 

berdasarkan Peraturan Daerah ini; b. program kegiatan berkaitan dengan 

penanggulangan bencana yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini 

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir. 
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